
SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVIilSI JAWA TIMI'R

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang a bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang

proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk
penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian

terhadap susunan orgalisasi, uraian tugas dan fungsi serta

tata keqia Kecamatan Kabupaten Kediri dan sesuai dengan

Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri tanggal 8 Desember 2023 Nomor

OT.03.1.1_19/418.O9lXII/2023 perihal Penguatan

Kelembagaan Dinas yang Membidangi Kepemudaan dan

Olahraga Serta Rencana Evaluasi Kelembagaan Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan B.erita

Acara tanggal 27 Desember 2023 Nomor

06l /3720/418.09 /2023 tentang Rapat Pembahasan Penataan

Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan dan Kecamatan, perlu

mengubah Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Keda Kecamatal;



Mengingat

b.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pertrbahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nornor 66 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi Serta Tata Keq'a Kecamatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Irmbarar
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ter,tarrg Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 141, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenta-ng

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

76 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
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Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentrkan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kahupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2O-16.

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 147);

15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunal Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 66);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI KEDIRI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupali tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 66),

diubah sehgai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9
(l) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan

kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga
dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan
perpustakaan, informasi dan dokumentasi, menerima
permohonan fasilitasi pelayanan publik, menerima dan
mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin
dan pengaduan masyarakat, fasilitasi percepatan pencapaian
standar pelayanan minimal di wilayahnya, serta pengelolaan

urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian.

(2). Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
program dan anggaran, mengoordinasikan penyelenggaraan

kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat
daerah dan instansi terkait, pemantauan, pengelolaan sistem
informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan
anggaran serta melakukan pengelolaal dan penyiapan bahan
pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan
pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan
keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

2. Ketentuan Pasal l0 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta pasal l0 ayat
(3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas
menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan,
kependudukan, dan pertanahan serta mengawasi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas
melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban,
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat,
mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal
di wilayah Kecamatan.
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(3) dihapus.
(4) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas

menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan
pemberdayaan peranan perempuan, mengoordinasikan upaya
penyelenggaraan hubunga! dqngan tokoh agarna dan tokoh
masyarakat.

(5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai
tugas melakukan urusan dibidang pemberdayaan

masyarakat, pembangunan dan perekonomian.

3. La.mpiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan ini mulai berl,aku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal L3 - 3 -2024

BUPATI KEDIRI

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
padatanggal13-3-2024
SEKRETARIS DAERAH KAIIUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
A. N-. S EK.RETAIIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum

4'W
DWI SUDIARTANTI. S.H,. M.H.

Pembina
NIP. 19740120r998032006



CAMAT

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SU BAGIAN
PENVUSUNAN

PROGRAM DAN
KEUANGAN

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIQNAL .IIIIIIIIIIIIITIIIIIII

SEKSI
PEMERINTAHAN

SEKSI
KETENTRAMAN OAN

KETERTIBAN

SEKSI
KESEJAHTERAAN

SOSIAL

SEKSI
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMbR : 15 TAHUN 2024
TANGGAL: ',13 - 3 -2024

BAGAN ORGAITIISASI
KECAMATAN

Selinan sesuai dengsn aslinya
A.N. SEKREiARIS DAERAH

Asisten Pernerintahan dan Kesej8hteraan Rskyat
u.b.

Kepala Begian Hukum

BUPAN (EDIRI,

trd

}IANINOHITO HIMAWAN PRAMANA

Peinbina
NtP. 19740'1201998032006



CAMAT

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BAGIAN
PENYUSUNAN

PROGRAM OAN
KEUANGAN

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI
PEMERINTAHAN

SEKSI
KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN

SEKSI
KE$EJAHTERAAN

SOSIAL

SEKSI
PEMBERDAYAAN

MASYARAXAT DESA

KELURAHAN PARE

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

LAi'PIRAN II PERATURAN BUPATI K6DIRI
NOMbR : 15 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 - 3 - 2024

BAGAN ORGAITIISASI
I{ECAMATAN PARE

Sslinan sesusi dengan eslinye
A.N. SEKRETARIS DAERAH

As6teil Pemerintahsn dan Kesejahteraan Rekyal
u.b.

Kepsle Bagian Hukum

BUPATI KEDIRII

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

4s
DWI SUDIARTANTI, S.H., M,H

Pemuna
NtP.'t97401201998032006


